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PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA

A. Putusan PTUN

Tujuan diadakannya suatu proses di pengadilan adalah untuk
memperoleh putusan hakim.®? Putusan hakim atau lazim disebut dengan
putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau yang
dinanti-nantikan oleh pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa
diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim
tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian

hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.®®

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan suatu
pernyatan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu,
diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu

perkara atau suatu sengketa antara para pihak.®

Dipandang dari isinya, putusan dapat dikualifikasikan kepada putusan
declaratoir, putusan constitutief, dan putusan condemnatoir. Putusan
declaratoir berisi pernyataan terhadap keadaan hukum yang sudah ada dan

tidak menimbulkan keadaan hukum baru. Putusan yang bersifat constitutief

62 M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, cet. I, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003,
him. 48
8 Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. |, Rieneka Cipta,
Jakarta, 2004, him.124
* Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, him. 158
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adalah putusan yang menimbulkan keadaan hukum baru atau meniadakan
keadaan hukum lama, begitu putusan berkekuatan hukum tetap maka sudah
tejadi keadaan hukum baru. Putusan condemnatoir adalah putusan yang berisi

penghukuman atau kewajiban melaksanakan sesuatu.

Pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ada kalanya
putusan yang bersifat condemnatoir dapat juga merupakan keputusan
constitutief. Pernyataan batal atau tidak sah suatu keputusan bersifat ex tunc
hanya bersifat declaratoir. Putusan yang bersifat constitutief misalnya
putusan pembebanan pembayaran ganti rugi, pembebanan melaksanakan
rehabilitasi dan penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha
Negara (KTUN), yang berakibat tertundanya keberlakuan suatu keputusan
pemerintah untuk sementara. Putusan yang bersifat constitutief walaupun
menimbulkan keadaan hukum baru atau meniadakan keadaan hukum lama
namun tidak langsung dapat terlaksana dan memerlukan putusan
penghukuman sebagai tindak lanjut agar materi putusan constitutief menjadi
nyata. Oleh karena itu yang relevan untuk yang dilaksanakan adalah putusan

yang bersifat condemnatoir.

Apabila dihubungkan dengan bentuk putusan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka putusan yang Dbersifat

condemnatoir mencakup:

a. Kewajiban mencabut keputusan administrasi yang telah
dinyatakan batal (Pasal 97 ayat (9) huruf a);
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b. Kewajiban mencabut keputusan administrasi  dan
menerbitkan keputusan pengganti (Pasal 97 ayat (9) huruf
b);

c. Kewajiban menerbitkan keputusan dalam hal obyek
sengketa keputusan fiktif negatif (Pasal 97 ayat (9) huruf

c);
d. Kewajiban membayar ganti rugi (Pasal 97 ayat (10));

e. Kewajiban melaksanakan rehabilitasi dan membayar
konpensasi dalam sengketa kepegawaian (Pasal 97 ayat

(11)).

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004

dapat dikualifikasi kepada 4 (empat) kategori, yaitu:®®
a. Putusan Pokok

Putusan Pokok yaitu pernyataan batal atau tidak sah keputusan
administrasi negara yang disengketakan (tuntutan berdasarkan Pasal 53

ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004).
b. Putusan Tambahan

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan tersebut dapat
ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintah yang

mengeluarkan keputusan. Kewajiban tersebut berupa:
1) Pencabutan keputusan administrasi negara yang bersangkutan;

2) Pencabutan keputusan administrasi yang bersangkutan dan

® Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan
Pemerintah, Alumni, Jakarta, 2004, him. 3



menerbitkan keputusan baru;

3)  Penerbitan keputusan dalam hal obyek gugatan keputusan fiktif

negatif.

c. Putuan Remidial (pemulihan)

Putusan Remidial yaitu untuk memulihkan akibat yang telah

ditimbulkan oleh keputusan pemerintah yang dinyatakan batal atau tidak

sah, berupa ganti rugi dan rehabilitasi.

d. Putusan Penguat (pengefektifan)

Putusan Penguat yaitu putusan sebagai alat pemaksa, supaya

putusan yang bersifat kondemnatoir dapat terlaksana, yaitu:

1)
2)
3)

4)

5)

Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah
pemeriksaan sengketa tata usaha negara selesai yang mengakhiri sengketa

tersebut. Dalam Pasal 97 ayat (2) diketahui bahwa putusan akhir dapat

berupa:

Kewajiban pembayaran sejumlah uang paksa;
Penjatuhan sanksi administratif;

Perintah mengumumkan pejabat yang tidak
melaksanakan putusan pada media massa cetak;

Mengajukan kepada Presiden sebagai pemegang
kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan
pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan;

Mengajukan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk
menjalankan fungsi pengawasan.
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a. Gugatan ditolak

Putusan yang berupa gugatan yang ditolak adalah putusan yang
menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan
sengketa tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang

tidak dinyatakan batal atau sah.

b. Gugatan tidak diterima

Putusan yang berupa gugatan tidak diterima adalah putusan yang
menyatakan syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi oleh
gugatan yang diajukan oleh Pengggugat. Diktum putusan ini sebenernya
bersifat deklatoir, yang tidak membawa perubahan apa-apa dalam

hubungan hukum yang ada antara penggugat dengan tergugat.

c. Gugatan gugur

Putusan yang berupa gugatan gugur adalah putusn yang dijatuhkan
hakim karena penggugat tidak hadir dalam beberapa kali sidang, meskipun

telah dipanggil denagn patut atau penggugat telah meninggal dunia.

d. Gugatan dikabulkan

Putusan yang berupa gugatan dikabulkan adalah putusan yang
menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan Sengketa
Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan

tidak sah atau batal.
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Dalam hal putusan Pasal 109 ayat (1) menyebutkan suatu keharusan

bahwa putusan harus memuat :

a. Kepala putusan yang berbunyi : Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempaat kediaman, atau
tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;

c. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;

d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan
dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa
itu diperiksa;

e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
f. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;

g. Hari, tanggal, putusan, nama hakim yang memutus, nama
panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidaknya para
pihak.

B. Pelaksanaan Putusan PTUN

Pelaksanaan putusan PTUN (Eksekusi) adalah aturan tentang cara dan
syarat-syarat yang dipakai oleh perlengkapan negara guna membantu pihak
yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang

kalah tidak bersedia mematuhi isi putusan dalam waktu yang ditentukan.

Eksekusi dapat diartikan suatu tindakan lanjut dalam hal
melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap (inkracht). Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan

putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak.

® R. Soepomo, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Prdanya Paramita, Jakarta, 1993,
him. 105
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Hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi adalah pembatalan Surat
Keputusan yang diikuti dengan rehabilitasi, sanksi administratif dan eksekusi

putusan untuk membayar sejumlah uang (dwangsom).

Adapun macam-macam eksekusi pengadilan diantaranya :

a. Eksekusi Otomatis.

Eksekusi otomatis terdapat dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak diubah oleh
Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 dan oleh Undang-undang Nomor 51
Tahun 2009. Berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya
dalam tingkat pertama salinan putusan pegadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat
oleh Penitera Pengadilan setempat selambat-lambatnya dalam waktu 14
(empat belas) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam
Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ayat (1) ketentuan waktu 14

(empat belas) hari diubah menjadi 14 (empat belas) hari kerja.

Putusan yang mewajibkan kepada pejabat atau badan pemerintah
untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pada dasarnya
memerlukan pelaksanaan. Namun Pasal 116 ayat (2) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004
memberikan penyelesaian secara otomatis, yaitu apabila dalam waktu 4
(empat) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada

pihak tergugat dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan Keputusan
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Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah dinyatakan batal tersebut, maka

KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap lagi.

Penyelesaian otomatis ini dipertahankan oleh Undang-undang
Nomor 51 Tahun 2009. Akan tetapi ketentuan waktu 4 (empat) bulan
setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikirimkan dan tergugat tidak
melaksanakan pencabutan obyek sengketa, maka KTUN tersebut tidak
mempunyai kekuatan hukum lagi oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun
2009 diubah menjadi “setelah 60 (enam puluh) hari kerja diterima”,
tergugat tidak melaksanakan pencabutan KTUN yang bersangkutan maka

obyek yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Menurut Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata
Usaha Negara (PERATUN), Ketua Pengadilan perlu membuat surat yang
menyatakan KTUN yang dinyatakan batal atau tidak sah oleh putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak lagi mempunyai
kekuatan hukum. Surat tersebut dikirimkan kepada para pihak oleh
Panitera dengan surat tercatat yang pelaksanaannya dilakukan oleh juru
sita (Mahkamah Agung, 2008: 66). Sesuai sifat dari KTUN masih perlu
mempublikasikan pernyataan tersebut agar masyarakat mengetahui bahwa

KTUN yang bersangkutan sudah tidak berkekuatan hukum lagi.

. Eksekusi Hierarkis.

Eksekusi hierarkis diatur oleh Pasal 116 ayat (3), (4) dan

(5)MUndang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak lagi diterapkan
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setelah disahkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Ditentukan
bahwa dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya
melaksanakan pencabutan KTUN dan menerbitkan KTUN yang baru atau
menerbitkan KTUN dalam hal obyek gugatan fiktif negatif dan kemudian
setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka
penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan, agar

memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Jika tergugat masih tidak mau melaksanakannya (berdasarkan Pasal
116 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986), Ketua Pengadilan
mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan.
Instansi atasan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah menerima
pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat
tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut (lihat Pasal 116 ayat
(5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986). Dalam hal instansi atasan
dimaksud tidak mengindahkannya maka Ketua Pengadilan mengajukan hal
ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi
untuk memerintahkan pejabat yang bersangkutan melaksanakan putusan
Pengadilan (lihat Pasal 116 ayat (6) Undang-undang Nomor 5 Tahun

1986).

Unsur eksekusi hierarkis kembali muncul dalam Undang-undang
Nomor 51 Tahun 2009, pada Pasal 116 ayat (6). Ketua Pengadilan
diharuskan untuk mengajukan hal ketidaktaatan pejabat tergugat atau

termohon eksekusi kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan
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pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan
putusan pengadilan. Di samping itu juga mengajukannya kepada lembaga

perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

. Eksekusi Upaya Paksa.

Selama Dberlakunya mekanisme eksekusi hierarkis tingkat
keberhasilan pelaksanaan putusan di lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara relatif rendah, yaitu 30 sampai 40 persen. Dengan lahirnya
mekanisme “upaya paksa” ini, banyak pihak yang menaruh harapan bahwa
instrumen ini akan dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi
efektivitas pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara di masa

mendatang.

Pembaharuan Pasal 116 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
dengan ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-undang Nomor 51 Tahun
2009 mengubah mekanisme pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara dari “eksekusi hierarkis” menjadi “upaya paksa”. Perubahan ini
adalah sebagai koreksi terhadap lemahnya kekuasaan (power) badan
peradilan yang memberikan peraturan perundang-undangan dan dinilai
tidak mampu memberikan tekanan kepada pihak pejabat atau badan

pemerintah untuk melaksanakan putusan.

Ditentukan pada ayat (3) pasal 116 Undang-undang Nomor 9
Tahun 2004 bahwa dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan

kewajibannya mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan
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menerbitkan KTUN yang baru atau menerbitkan KTUN dalam hal obyek
gugatan fiktif negatif dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan sejak putusan
disampaikan kepada pihak tergugat (menurut Undang-undang Nomor 51
Tahun 2009, 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak diterima) dan ternyata
kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan
permohonan kepada Ketua Pengadilan yang mengadili pada tingkat
pertama agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan
tersebut. Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 pada dasarnya

tidak mengubah cara upaya paksa ini.

Setelah Ketua Pengadilan memerintahkan untuk melaksanakan
putusan (Pasal 116 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004
dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009) ternyata tergugat tidak
bersedia melaksanakannya, maka terhadap pejabat yang bersangkutan
dikenakan upaya paksa berupa “pembayaran sejumlah uang paksa” dan/
atau “sanksi administratif” dan pejabat yang tidak melaksanakan putusan
pengadilan sebagaimana dimaksud “diumumkan pada media massa cetak

setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan tersebut”.

Pada penelitian ini, penulis membatasi pada penelitian dari faktor
hukumnya yaitu ketentuan atau mekanisme eksekusi yang diatur dalam
Pasal 116 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, tidak meneliti contoh-contoh kasus dan putusan pengadilan.
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Secara yuridis formal telah memberikan kekuatan atau upaya
pemaksa bagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk
mengimplementasikan putusannya. Akan tetapi hanya merupakan
pengaturan pokok pelaksanaan eksekusi atau putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara, karena mekanisme dan tata cara pelaksanaannya belum
diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-undang Nomor 51 Tahun
2009. Sehingga dirasakan ketentuan dari ketiga Undang-undang Peradilan
Tata Usaha Negara khususnya Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun
2009 masih belum efektif dalam eksekusi putusan di Peradilan Tata Usaha

Negara.
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